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BUPATI LUW'U UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
_NOMOR 188.4.45/ 4nn [/ m /2012

TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Pasal 89 ayat (2) huruf e dan Pasal 93 ayat (5}
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Biaya dalam Penyusunan
RKA-SKPD Tahun 2013.

Q__ b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana

) dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan
Standar Biaya Umum dan Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013
dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II

Luwu Utara (Lembaran Negara Republik

LY Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan

: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4286)
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
6666, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ({Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
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10.

11.

12.

13.

14,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republikindonesia Tahun 2005 Nomor 1350,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4585};

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165,

TambahanLembaran - Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang  Organisasi Perangkat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah  sebagaimana  telah  diubah

‘beberapa kali terakhir dengan Peraturan

President Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Peraturan President Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang
/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5334);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
45/PRT/M/2007 tentang Pedoman teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 151);

PeraturanDaerah Kabupaten ULuwu Utara
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Luwu Utara (Lembaran Dacrah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 180); :

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dacrah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daecrah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 229} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

Daerah Lain
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tamabahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 230);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu
Utara Nomor 183).

MEMUTUSKAN

Standar biaya umum dalam penyusunan rencana
kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RKA - SKPD) Kabupaten Luwu UtaraTahun
Anggaran 2013

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam
dictum KESATU merupakan batas paling tinggi
yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) Belanja Tahun Anggaran 2013
Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan didalamnya akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal, 26 Desember

-
"

Sehretaris Daerah

B -

(piplelw

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Insprktur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing di Masamba.
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LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 188.4.45/ 4 T1 1 X11 o012
TANGGAL 2012
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN KER.JA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)

KABLUPATEN LLIWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

NO. URAIAN SATUAN mag KETERANGAN
1 2 3 4 ]
1. HONOR PENANG GLING JAWAB PENGELOLA KEUANGAN Maksimal

1.1. PEJABAT PENGGUNAKUASA PENGGUNA ANGGARAN
a. Nital pagu dana SKPD s.d. Rp.10D juta 0B Rp 450,000
b. Niai pagu dena SKPD d] etzs Rp.100 Juia 5.d, Rp.250 Jula [o]:] Rp 600,000
c. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d, Rp.500 Jula a8 Rp  70Q,000
d. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta 5.d. Rp.1 Millar Lv]:] Rp  €00,000
e. Nial pagu dana SKPD dl atas Rp.1 Miliar 3.4, Rp.2,5 Miar [a]=] Rp 900,000
{. Nilai pagu dana SKPD di ates Rp.2,5 Millar s.d. Rp.5 Mikar CB Rp 1,000.000
g. Nilel pegu dena SKPD di etas Rp.6 Miiar 2.d, Rp.10 Miiar CB Rp 1,100,000
h. Nilai pegu dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d, Rp.50 Milar CB Rp 1,200,000
i. Nilzi pagu dana SKPD di atas Rp.50 Miliar &.d. Rp.100 M&ar OB Rp 1,300,080

1.2.  PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD) Makaimal
a. Nilai pegu cana SKPD s.d. Rp. 100 jita OB Rp 400,000
b. Nilai pegu dana SKPD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta CB Rp 450,000
& Niai pagu dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta CB 600,000
d. Nial pagu dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miiar QB 700,000
&, Nilai pegu dana SKPD dt etas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar B 800,000
f. Nilal pagu dana SKPD di atas Rp.2,5 Miiar s.d, Rp.§ Miliar oB 900,000
g. Nilai pagu dana SKPD di atas Rp.5 Mifar 5., Rp, 10 Mitiar CB Rp 1.000,000
h. Niai pagu dena SKPD i stas Rp.10 Miliar 8.d. Rp.50 Miliar [2]:] Rp 1,000,000
I. Ntai pagu dena SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.100 Miliar oB Rp 1,200,000

1.2, PEJABAT PEMIMPIN KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT Maksimal
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK SKPD)
a. Niai pagu Perkegiatan s.d. Rp.100 juta OB KRp 400,000
b, Niai pagu Perkegiatan di atas Rp.100 Juta 5.4, Rp.250 Juta 0B Rp 500,000
¢ Noai pagu Perkegiatan di atas 'Rp.zso Juta 9.d. Rp.500 Juis oB Rp 600,000
d. NEsl psgu Perkegigtan di atas Rp.500 Juta =.d. Rp.1 Miliar OB Rp 880,000
e Miai pagu Perkefiiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp 2,5 Miliar oB Rp 7oo,0c0
f. NTai pagu Perkegiatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Mliar 0B Rp 750,000
g. Nitai pagu Perkegiatan di ates Re.5 Miliar 5.4, Rp.10 Mllar OB Rp 880,000
h. Niai pagu Perkegiztan di atas Rp,10 Milar s.d. Rp.S0 MiBar 0B Rp 1,000,000
. Mia! pagu Perkegiaten di etas Rp.50 Miler s.d. Rp. 100 Miliar 0B Rp 1,200,000

2 HOMORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN
a, Miai pagu Dara SKPD  $.d. Rp.100 juta OB Rp 350,000
b, MNZal pagu Dana SKPD 4i atas Rp.100 Juta 3.4. Rp.250 Jula OB Rp 450,000
c. Niel pagu Dana SKPD di atea Rp.250 Juta s.d, Rp.500 Juta 0B Rp 550,000
d. Nilai pagu Cana SKPD di ates Rp 500 Juta s.d. Rp.1 Miliar o8 Rp 800,000
e. Nilai pagu Dana SKPD di ataa Rp.1 Miiar &.d. Rp.2,5 Miiar oB Rp 650,000
. NZal pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Millar 5.d. Rp.5 Milisr oB Rp 900,000
g. NzZal pagu Cana SKPD di stas Rp.5 Mdiar s.d. Rp.10 Millar [a]:] Rp 1,050,000
h. Mial pagu Dana SKPD di ates Rp.10 Miliar 5.d, Rp.25 Miliar oB Rp 1,200,000
I. Niki pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Miiar 0B Rp 1,400,000
J. Nila! pagu Dana SKPD dl atas Rp.50 Miliar 5.4, Rp.75 Miliar B Rp 1,500,000
k. Nilal pagu Dana SKPD 4l ates Rp.75 Millar s.4. Rp.100 Mitar OB Rp 1,800,000
3 HONORARIUM PEMBANTL BENDAHARA PENGELUARAN

a. Nial pagu Dana SKPD a.d. Rp.100 juta OB Rp 250,000
b. Nilel pagu Dana SKPD di ates Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta oB Rp 350,000
& Nilsi pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juia 5.d. Rp.500 Juta oB Rp

450,000
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L)
NO. URAIAN SATUAN Ly KETERANGAN

1 2 3 4 5
d. Nilal pagu Dana SKPD di ates Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Millar 0B Rp 500,000
e. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.4. Rp.2,5 Milfar OB Rp 550,000
f. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Mitiar s.d. Rp.5 Miliar aB Rp 800,000
9. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar 8.d. Rp.10 Miiar oB Rp 950,000
h. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.26 Miliar OR Rp 1,100,000
1. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Miliar s.d. Rp.50 Millar oB Rp 1,200,000
j. Milai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.76 Miliar OB Rp 1,400,000
k. Nilai pagu Dena SKPD di atas Rp.7E Mifiar s.d. Rp.100 Miliar OB Rp 1,500,000

4 HONORARIUM PENGURUS BARANG
a. Nilal pagu Dena SKPD s.d, Rp.100 juta 0B Rp 400,000
b. Nilai pagu Dana SKFD di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.250 Juta oB Rp 500,000
c. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta OB Rp 650,000
d. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta 5.d. Rp.1 Miliar oB Rp  €00,000
e. Nilai pagu Dana SKXPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar 0B Rp 850,000
{. Ni'al pagu Dana SKPD dl atas Rp.2,5 Miliar 5.d. Rp.5 Miliar 0B Rp 1,000,000
g. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.5 Miliar 5.d. Rp.10 Millar 0B Rp 1,200,000
h. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Miiar 5.d. Rp.25 Miliar 0R Rp 1,400,000
1. Nilai pagu Dana SKPD dl atas Rp.25 Millar 5.d. Rp,50 Millar oB Rp 1,500,000
] Nilal pagu Pana SKPD di atas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Millar 0B Rp 1,600,000
K. Nilal pagu Dana SKPD i stas Rp.75 Miliar 5.d, Rp.100 Miliar OB Rp 1,700,000

§ HONORARIUM FENYIMPAN BARANG
2. Nilai pagu Dana SKPD s.d. Rp.100 juta 0B Rp 400,000
b. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.100 Juta 5.6, Rp.250 Juta (o]:] Rp 500,000
¢. Nila] pagu Dana SKPD di atas Rp.250 Juta 5.d. Rp.500Q Juta 0B Rp 550,000
d. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Millar oB Rp 600,000
a. Nilaf pagu Dana SKPD di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Millar oB Rp 850,000
f. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.2,5 Miliar 8.4, Rp.5 Miltar [8]:] Rp 1,000,000
g. Nilal pagu Dana SKPD dl atas Rp.5 Millar 8.d. Rp.10 Miliar (a2 Rp 1,200,000
h. Nilal pagu Dana SKPD di atas Rp.10 Mittar s.d. Rp.25 Mifiar QB Rp 1,400,000
i. Nilai pagu Dana SKPD di atas Rp.25 Mitlar 5.d. Rp.50 Miliar OB Rp 1,500,000
J- Nitai pagu Dana SKPD di atas Rp.50 Miflar 8.d. Rp.75 Miliar 0B Rp 1,600,000
k. Nifal pagy Dana SKPD di atas Rp.75 Miliar 5.d. Rp.100 Mitiar OB Rp 1,700,000

KHUSLIS HNTUK KECAMATAN DAN KELURAHAN :
; PENGURUS & PENYIMPAN BARANG DIJABAT OLEH 1 ORANG SAJA.

8 HONDRARIUM EENDAHARA PENERIMA
8. Nilai Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta 0B Rp 400,000
b. Nifai Target PAD SKPD Rp.100 Jutz 8.4, Rp.250 Jula 0B Rp 500,000
¢ Nital Target PAD SKPD Rp.250 Juta a.d. Rp.500 Jute 0B Rp 550,000
d. Nilai Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miiar aB Rp  ©00,000
8, Nilai Target PAD SKPD di atas Rp_1 Miliar£.d. Rp.2,6 Miliar CB Rp 850,000
f. Nilal Tanget PAD SKPD di atas Rp.2,5 Miliar 8.d. Rp.5 Miliar CcB Rp 1,000,000
g. Nilai Target PAD SXPD di atas Rp.5 Millar s.d. Rp.10 Miliar OB Rp 1,200,000
h. Nifzi Target PAD SKPD di atas Rp 10 Miliar s.d. Rp.25 Miliar OB Rp 1,400,000
i. Nilai Target PAD SKPD di alas Rp.2% Millar s.d. Rp.50 Millar QB Rp 1,500,000
i Niai Target PAD SKPD di atas Rp.50 Miliar e.d. Rp.75 Miliar oB Rp 1,600,000
k. Nitai Terget PAD SKPD dj atas Rp.75 Milfar s.d. Rp.100 Miliar CB Rp 1,700,000

7 HONOQRARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA
a. Nizi Target PAD SKPD s.d. Rp.100 juta 0B Rp 300,000
b, Nilzl Target PAD SKPD Rp. 100 Juta 5.4. Rp.280 Jula OB Rp 400,000
c. Nilal Target PAD SKPD Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta QB Rp 450,000
d. Nilzi Target PAD SKPD Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar OB Rp 500,000
e. Nilzi Target PAD SKPD di atas Rp.1 Miliar 5.d, Rp.2,5 Miliar CB Rp 750,000
f. Nilal Target PAD SKPD di atas Rp.2,5 Millar 5., Rp.S Miliar QB Rp  ©00,000
g. Nital Target PAD SKPD di atas Rp.5 Millar s.d. Rp.10 Miliar o8 Rp 1,100,000
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SATUAN

HARGA

NO. URAIAN TA.2013 KETERANGAN
1 2 3 4 -
h. Nital Target PAD SKPD di atas Rp.10 Miliar 3.d. Rp.25 Millar oB Rp 1,300,000
i. Nilai Targat PAD SKPD di atas Rp.25 Miliar 5.d. Rp.50 Mifiar (o]:] Rp 1,400,000
| Nilai Target PAD SKPD di alas Rp.50 Miliar s.d. Rp.75 Mitiar OB Rp 1,500,000
k. Nilat Target PAD SKPD di atas Rp.75 Miliar s.d. Rp.100 Miljar OB Rp 1,800.000
& HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA
81, PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA Maksimal
« Pajabat Pengadaan di atas Rp 5 Juta sampal dengan 200 Juta oP Rp 400,000 Maximun 1 Orang
8.2,  PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA (KONSTRUKSI)
a. Nifat Fisik Kegiatan dl alas Rp.200 Juta .d. Rp.500 Juta oP Rp 530,000 Maximun 3 orang
b. Nilai Fisik Kepiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Mifiar oP Rp 660,000 Maximun 5 orang
c. Niai Fisik Keglatan di ates Rp.1 Milar 5.d. Rp.2,5 Milfar op Rp 745000 Maximun § orang
d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp.2,5 Millar s.d. Rp.5 Miltar oP Rp  ©25,000 Maximun 5 orang
€. Nilai Fisik Kegilatan di atas Rp.5 Miliar s.4. Rp.10 Mifiar oP Rp 910,000 Maxirun 5 orang
f. Nial Fislk Kegialan ¢i atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar Oop Rp 1.075.000 Maximun 7 orang
g. Nitai Fisik Kegiatan di atas Rp.60 Milisr s.d. Rp.100 Miliar or Rp 1,320,000 Maximun 7 orang
83.  PANITIA PENGADAAN BARANG {NON KONSTRUKS!)
a. Nilal Fisik Kegiatan di atas Rp.200 Jula s.d. Rp.500 Juta oP Rp 430,000
b. Nilal Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta .d. Rp.1 Miliar OP Rp 495,000
¢. Nilai Fislk Kegiatan di atas Rp.1 Miliar s.d. Rp.2,5 Miliar oP Rp 550,000
d. Nilal Flaik Keglatan di atas Rp.2,5 Miliar s.d. Rp.5 Miliar QP Rp 605000
e. Milai Fisik Keglatan di atas Rp.5 Millar s.d. Rp.10 Miliar op Rp 880,000
f. Nilai Fisik Keglatan di atas Rp.10 Miliar 5.d. Rp.50 Miliar oP Rp 800,000
g. Wilal Fisik Keglatan di atas Rp.50 Millar s.d. Rp,100 Mlliar aop Rp 580,000
84, PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKEL
a. Nilai Fisik Keglatan di atas Rp.200 Juta 5.d. Rp.500 Juta opP Ap 430,000
b. Nitai Fisik Kegiatan di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar oP Rp 495,000
¢. Nilai Figlk Keglatan dl alas Rp.1 Millar s.d. Rp.2,5 Miliar oP Rp 550,000
d. Nilai Fisik Kegiatan di atas Rp 2,5 Miliar e.d. Rp.5 Miltar OoP Rp 605,000
e. Nilgi Fisik Kegiatan di alas Rp.5 Miliar s.d. Rp,10 Miliar opP Rp  ©80,000
. Nitai Fisik Kegiaton df atas Rp.10 Miliar 5.d. Rp.50 Miliar oP Rp 800,000
g. Nifai Fisk Kegiatan di alas Rp.50 Miltar s.d. Rp.100 Mitar OP Rp  ©80,000
8.5 BEESARNYA HARGA KEGIATAN KONSTRUKSI, JASA
PERENCANAAN DAN FENGAWASAN
a. Pada Kenstruksi Bangunan Gedung
- Perencanaan
1, Nifai pagu dana 9.d. Rp.100 Juts Maksirnun 7 %
2. Nital pagu dana di atas Rp.100 Juta s.d. Rp.25Q Juta Maksimun 6.5 %
3. Nilai pagu dana di atas Rp.250 Juta s.d. Rp.500 Juta Maksimun & %
4, Nilal pagu dana di atas Rp.500 Juta 5.d. Rp.1 Miliar Maksimun 5 %
5. Nilai pagu dana di atas Rp_1 Miliar 5.d. Rp.2 Miliar Maksimun 4 %
8. Nilel pagu dana di atas Rp.2 Mifiar 5.4, Rp.5 Miliar Maksimun 3,76 %
7. Nilal pagu dana di atas Rp.5 Milliar 5.d. Rp.10 Miliar Maksimun 3 %
8. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Miliar 5.9, Rp.20 Miliar Maksimun 2,5 %
9. Nilel pagu dana di atas Rp.20 Milier a.d. Rp.50 Mlliar Maksimun 2 %
- Pengawasan
1, Nilai pagu dana s.d. Rp. 10 Juta Maksimun § %
2. Nilat pagy dana di atas Rp.100 Juta 5.d. Rp.280 Juta Maksimun 4.5 %
3. Nifai pagu dana di atas Rp.250 Juta 6.d. Rp.500 Juta Maksimun 4 %
4, Nitai pagu dana di atas Rp.500 Juta s.d. Rp.1 Miliar Maksimun 3,5 %
5. Nilal pagu dana dl aias Rp.1 Millar s.d. Rp.2 Miliar Maksirmun 3 %
6. Nilai pagu dana di atas Rp.2 Millar a.d. Rp.5 Miliat Maksimun 2,5 %
7. Nilai pagu dana dl alas Rp.5 Millar s.¢, Rp.10 Miljar Makgimun 2 %
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&. Nilai pagu dana di atas Rp.10 Millar 5.d. Rp.20 Millar Maksimun 1,5 %
8. Nilzi pagu danra di atas Rp.20 Miliar s.¢. Rp.50 Millar idaksimun 1 %
- Biaya Perencanaan untuk dasaln bangunan yang berulang
secara total alau dipeshitungkan sebagal berikut ©
1. Pengulangan pertama Maksimun 75 %
2. Penguiangan kedua Maksimum 65 %
3. Pengutangan kefige dan seterusnys masing-masing Maksimun 50 %
ferhadap kemponen blaya perencanasn
- Blaya Administrasi dan Persiapan Maksimum 5 %
Catatan :
Kecualt Kec.Limbong, Seko dan Rampt Maksirun 8 % dari
plafon anggaran
b. Pada konstruksl Jalen dan Jembatan
- Perencanaan
1. Perintisan/Pemtukean Jalan Bans Makelmun 5 %
2. Pangerasan Jalan Maksimun § %
3. Pengaspalan Jalan Mazksimun 3 %
4. Pambangunan Jembatan Baton Maksimun 4 %
5. Pambangunan Jambatan Gantung Maksimun 4 %
8. Pembangunan Plat Duiker Meksimun 5%
- Pengawasan
1, Perintisan/Pembukaan Jalan Baru Maksimun 4 %
2. Pangerasan Jalan Maksimun4 %
3. Pengaspalen Jalan Maksimun 3 %
4, Pembangunan Jambatan Beton Maksimun 3 %
5. Pembangunan Jembatan Gantung Makslmun 3 %
6. Pembangunan Plal Dulker Maksimun 3 %
- Biaya perencanaan untuk desain bangunan yang bemtang
secara total etau dipethitungkan sebagal berikut :
1. Pengudangan pertama Maksimun 75 %
2. Pengulangan kedua Maksimun B5 %
3. Pengulangan ketiga dan seterusnya masing-masing Maksimun $0 %
terhatap komponen biaya perencanaan
~ Biaya Administrasi dan Parsiapan Makskmun 5%
Catatan :
Kecuali Ke. Limbong, Seko dan Rampi Maksimun 8 % dari
plafon angparen
9 PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA PER PAKET Maksimal
B.1. Pengadaan Barang s/d Rp. 100 Juta dan Konsultan sampai
dengan 200 Juta atau Jasa Konsultan Rp. 30 Juta s.d. Rp.200
Juta.
a. Ketua 0K Rp 400,000
b. Sekretars OK Ry 300,000
¢. Anggata OK Rp 250,000
a2 Pangadaan Barang diatas Rp.500 Juta dan konsultasi diatas
Rp. 200 Juta
a. Ketua K Rp 500,000
b. Sekretaris oK Rp 400,000
¢ Anggota oK Rp 300,000
10 | NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINARRAKORISOSIALISASY
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1 2 3 [ -]
EMBINGAN TEKNISTHSEMINASI UNTUK KEGIATAN SKPD
10.1. Pejabat VBupaliWakil Bupati (Pe)abet Negara) Q) Rp 1,500,000 | Narasumbar dari Provinal & Pusat
10,2, Pejabat Eselon 1/ yang di selarakan 0J Rp 1,300,000
10,3, Pejabat Eselon il { yang di setarakan [o1] Rp 800,000
10.4. Pejabat Esslon 1l ke bewah aJ Rp 600,000
10.8. Maderator oK Rp 600,000
" HONOR PENYELENGGARA UJIAN
111. Setingkat Pondldikan Menengah
a. Penyusunan / pembustan bahan Ujian Naskah/Felajaran | Rp 100,000
b, Pemearksaan hasil Ujian Slswa/Mata Ujlan | Rp 500
c. Pengawas Ujian OH Rp 100,000
12 |BIAYA MAKCANAN DAN KINUMAN RAPAT KANTOR DAN RUMAH JABATAN
12.4. Makan Orang/Kaft Rp 20000
122. Snack Orang/Kaft Rp 7500
12, Prasmanan Orang/Kalt Rp 25,000
13 PAKAIAN DINAS HARIAN Maksimal
134. Pakeian Dinas Harfon OmengTabun/Stal | Rp 460,000
132. Peketen Bipll Hrrian QOrengiTahunf3tal | Rp 1,000,400
133, Pakatan 8ipll Lengkap OrengTahuntfStel | Rp 2,000,000
13.4. Pekalan Sipll Reami QrengTahuniSte! | Rp 1,600,000
12.5. Pakaian Korpr OrengTahun/Stel | Rp 350,400
) Maksimal
14 PAKAIAN OLAHRAGA Orang/MahuniStel | Rp 350,000
16 | ANOMODASI DAN SEWA #Maksimal
164. AkamodasiNon AC OrangMarl Rp 100,000
15.2. Akomodag] DeluxaiAC OrangfHarl Rp 200,000
15.3. Seowa Ruongen Bgsar {ruang rapat) Harl Rp £00,000
164. Sewa Ruangan KocH [ruang rapat) Harl Rp 400,000
15.6. Sowa Kendaraan Roda 4 UniHad Rp  £00,000
166. Sowa Kendaraan Roda 6 (bus) UnitiHari Rp 2,000,000
15.7. Sewa Ruang/Gedunp Pertemuan Harl Rp 1,000,000
18 DIXKLAT PIMPINAN { STRUTURAL
16,1, Dikat Pimpinan Tk.I[ PeseralAngkatan | Rp 20,261,600
16.2. Didat Pimpinan TN PeserlatAngkaetzn | Rp 22,125,000
183. Diklat Pimpinan Tk.IV Pasera/Angkatan | Rp 20,230,000
17 SATUAN BLAYA LATIHAN PRAJABATAN
«Golongan &1l PeserlafAngkatan | Rp 4,470,000
-Golangan i PeseradAngkaten | Rp 5,545,000
18 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN MINERJA DAN IKTISAR REALISASI Fakeal Rp 10,000,000 {Makaimal
KINERJA SKPD
18 | PENYUSUNAN LAPORAN KLEUANGAN SEMESTERAN Pakel Rp 10,000,000 |Maksimal
0 HONORARIUM TAPD [TERMASUK SEKRETARIAT TAPD),
INTENSIFIKAS] DAN EKSTENSIFIKASI PAD, INTENSIFIKAS] PENINGKATAN
PENGELCLAAN KEUANGAN DAERAH & PEMING KATAN TATA KELOLA
AKUNTABILITAS & PENCITRAAN PUBLIK
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI
21 HONORARIUM PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA & SKPD




NO. URAIAN SATUAN gl KETERANGAN
1 2 3 4 5
| DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI - |l -
22 | HONORARIUM PENGELOLA SISTEM PELAYANAN SATU PINTU ) o -
DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPAT o
23 | HONORARIUM PEMERIKSAAN (KHUSUS INSPEKTORAT)
231. Pemeriksaan Komprehensit - " OrgMani Rp 425000
| 232 Pemeriksaan khusus Akhir Jabatan Kepala Desa Org/Hari Rp 425,000 | D
233. Pemeriksaan Khusus atas Perintah Pimpinan | ogMan Rp 425,000
23.4. Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat Org/Hari Rp 425,000
235. Pemeriksaan Kasus Kepegawaian OrgMari Rp 350,000 _ ]
236. PenyusunanlHP LHP Re 00000
237. Reviuw LHP - 1 e Rp 700,000
24 | HONORMAJELISTPTGR Maksimal
241. Ketua Merangkap Anggota Triwulan Rp 1000000
242. Waki Ketua Merangkap Anggota Triwulan Rp 860,000 o o
243. Sekretaris Merangkap Anggota - Triwulan Rp 750,000 | ]
| 244, Anggota - Triwulan Rp 600,000
25 | HONOR TIM TINDAK LANJUT ] ]
251. Ketua - o Rp 800,000 |
252, Waki Ketua - o oB Rp 450,000
253 Sekwetaris — | o= Rp 400,000
254 Anggoa oB Rp 300,000 )
| 26 | HONOR PENGEMUDI DAN TENAGA PENGAMAN | Maksimat |
26.1.  Pengemudi Bukan PNS) - oB Rp 1,500,000
262, Satpam/Pengamanan Kantor (Bukan PNS) | om Rp 1,500,000 RSUD !
| weweoR o [mp o0
28 | JASA PETUGAS TEKNIS KHUSUS PEMELIHARAAN  Maksimal | o
SARANA RUMAH SAKIT i = o
28.1. Sub Unit Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) =1 oB Rp 1,500,000
282 SubUnit Sterlisasi  om Rp 1,500,000
282 sﬁuumxmm o - oB Rp %0000 B
20 | BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAN DINAS -1 o
261, Kendersan PejabatNegara UnitTahun | Rp 35,000,000 -
| 282 Kendaraan Pejabat Eseion Il A - UniTahun | Rp 19,000,000
293 Kendaraan Pejabat Eseion || B UnitTahun | Rp 10,000,000 | !
204, Kendaraan Operasional Double Cabin UnitTshun | Rp 16,000,000 -
295. Kendaraan Roda4 UnitTahun | Rp 9,000,000 |
208, Kendarasn Roda 6 Pemadam Kebakaran UnitTahun | Rp 20,000,000
287 Kendaraan Roda 6 Bus Pemda & Dapur Umum | unitahun | Rp 17,000,000
208, Kendaraan Roda 10 Tronton UnivTahun | Rp 20,000,000
| 209, Kendsraan Roda2 UnitTahun | Rp 1,600,000
29.10. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 4 ' UnivTahun | Rp 10,000,000
29.11. Kendarsan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s d. 250 CC) UnitTahun | Rp 5,000,000 7
29.12. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda 2 (s.d. 750 CC <) T UnitTahun | Rp 7,800,000 R
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